DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Johan. 2006. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparasi
Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang
Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Ddaerah (Studi Di DPRD
Provinsi Daerah Istimewa Yongyakarta). Jurnal Bisnis dan Akuntansi,
volume 8, nomor 2, hal 180-198.

Baswir, Revrisond. 1999. Akuntansi Pemerintah Indonesia, Edisi Tiga.
Yogyakarta: BPFE

Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada
Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal llmu Administrasi Negara, Volume
8, Nomor 1, Hal 29-39.

Bambang Sarjito, dan Osmand Muthaher. 2007. Pengaruh Partisipasi
Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah:
Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel
Moderating. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar 2007.

Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi
Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan
tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium
nasional akuntansi X. Makasar.

Djarwanto Ps. 1996. Statistik Induktif. Yogyakarta: BPFE UGM.
Dewi, Indah Mustika. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

(APBD). Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Cetakan Ill. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS
Cetakan V. Semarang: UNDIP.

, Keppres No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

62



63

Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi SektorPublik. Yogyakarta: Andi.

Nor, Wahyudin. 2007. Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel
Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran
dan Kinerja Manajerial. Makalah Disampaikan pada Simposium Nasional
Akuntansi (SNA) X, Makasar, hal 01-27.

,(2005), Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pramita Devi Yulianto, dan Andriyani Lilik. Determinasi Hubungan Pengetahuan
Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan
Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-karisidenan
Kedu).Simposium Nasional Akuntansi X111 Purwokerto 2010.

Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator
Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik, Skripsi.
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey.Jakarta:
P3ES.

Sopanahdan  Mardiasmo.2003. Pengaruh  Partisipasi Masyarakat dan
Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan
Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.
Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan
Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah
Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Simposium
Nasional Akuntansi IX Padang.

Trianingsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan komitmen Organisasi sebagai
Mediasi Pengaruh Pemahaman good governance, Gaya Kepemimpinan dan
Budaya Organisasi terhadap kinerja Auditor. Simposium Nasional
Akuntansi X. Makasar.



64

, (2004), Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

,(2004), Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Utomo, Hari. 2011. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang
Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)
(Studi empiris pada DPRD kota/kabupatendan DPRD provinsi Jawa
Tengah). Skripsi. Fakultas Ekonomi, UniversitasDiponegoro, Semarang.

Veronika, Amelia dan Komang Ayu Krisnadewi. 2008. Pengaruh Partisipasi
Penganggaran, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan
Kompleksisitas Tugas Terhadap Slack Anggaran Pada Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) Di Kabupaten Badung. Universitas Udayana: Bali.

Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. Pengaruh Personal Background, Political
Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran
DPRD dalam Pengawasan keuangan Daerah. Simposium Nasional
Akuntansi X. Makasar.

Werimon, Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi
Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang
Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris
di Provinsi Papua). Tesis. Program Pascasarjana Studi Magister Sains
Akuntansi. Universitas Diponegoro.

Werimon, Simson, Imam Ghozali dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh
Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap
Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Anggaran dengan Pengawasan
Keuangan Daerah (APBD).Simposium Nasional Akuntansi X.



